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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT! MALUKU TENGGARA,

Bahwa bedasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten
Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administrasi Pimpinan dan Angpgota Dewan Perwakids.n .
Daerah Kabupaten waluku Tenggara, mala perlu melakukan
perubahan atas Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif
Fimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daetah
Kabupaten Malukll Tengpara dan ditetapian dengan Perfuran
Bupati Maluku Tenggara;

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1938 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomeor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat [ Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat 1 Maluku Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 16435),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuanpgian Antara Pemerintah Pugat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tabun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Normoer 4438);

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);



s

Wenerapkan

=1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintghan
Daerah [Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tehun 2014 Tentang Pemerintahan Dacrah (lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3679

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan ddan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwaldlan Raloyat Daerah (Lembaran Negara Rep_uhh‘k Indonesia
Tahun 2017 Nemor 106, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indanesia Nomor 6057}

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun
2008  tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008
Nomor 08 Serni A); |

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nemor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan Orgoamisasi dan Susunan Perangkat
Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun
2016 Nomar 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomeor 1 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (Lembaran [Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2017 Nomor 1)

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun
2018 {Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun
2017 Nomor 4.

MEMUTUSKAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOE 105.d TAHUN 2017 TENTANG BESARAN KOMIINIKAS]
INSENTIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH EKABUPATEN MALUKLI TENGGARA TAHUN
ANGGARAN 2018,
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2,

(1)

(2}

Pemerintah  Daerah  adalak  Bupari  sebagai  unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanasn yrusan pemerintahan
vang menjadt kewen:ingan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Malulu Tenggara,

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya digingkat DPRD adalah
Lembaga Perwalkilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur

' penyelenggara Pemerintahan Daergh.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnys disingkart
Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota
DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undanpan.

Kemampuan Keuangan Daerah adslah klesifikasi suatu daersh untuk
menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan
berdasarkan tata cara pengelompokun kemampuan keuangan daerah.
Angogaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD edalah Ttencana keuangan tahunan Pemerintshan Daerah yang
ditetapken dengen Pergruran Daergh.

Ketua dan Wakil Ketua DPRD, yeng selanjunya disebut Pimpinan adalah

Ketua dan Wakil Ketua DPRD,

Tunjpngan Komunikas: Intensif, selanjuinya dieingkat TKI adalah wvang
vang diberikan seliap bulkn untuk peningkatan kinerje pimpinan dan
anggota DPRID.

BAB I

PENGHASILAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

Pasal 2
Tunpangan Komunikasl Intensif diberikan berdasarkan kemampuan
keuangan daerah;

Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif sebagai berilout :

a. Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan paling banyak 5 (Lima
Kal} kali dari uvang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dengan rincian: 5 x Rp.2.100.000,00 = Rp.10.500.000,00.



. Pasal 3
Kemampuan Keuangan Dacrah sebagaimana pada pasal 2 awat (1) df atas
maka Kabupaten Maluku Tenggara berada pada kelompok kategori Sedang.

BABIN
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peratiran Bupati i1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahwrnya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Malulu

Tenggara.

Diundangkan di Langgur _
pada tanggal z] Januari 2018

Pembina Madya
NIP 19601011 199003 1 Q10

BERITA DAERAH EKABUPATEN MALUKL TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR



